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PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

ABSTRAK   : - bahwa untuk menunjang upaya Pemerintah Kabupaten Tapin dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, perlu didukung oleh
dana yang memadai. Partisipasi masyarakat, badan usaha dan lembaga dalam hal
pembiayaan pembangunan daerah perlu ditampung dalam suatu penerimaan
yang disebut dengan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada
Pemerintah Kabupaten Tapin, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Tapin;

- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun
2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 Jo.
UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 38
Tahun 2007; Permendagri No. 8 Tahun 1978; Permendagri No. 4 Tahun 1979;
Permendagri No. 43 Tahun 1999; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo.
Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kab.
Tapin No. 5 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Tapin, dengan
sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Bentuk sumbangan;
3. Ketentuan pelaksanaan;
4. Ketentuan Penutup.
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